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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, 

peneliti menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Pidana Bebas kepada Terdakwa dalam 

perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta 

telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 KUHAP, hal tersebut sesuai dengan 

pertimbangan yang diberikan Hakim dalam proses pembuktian dipersidangan. 

Pada pertimbangannya Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa benar Terdakwa 

yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan surat dakwaan yang 

didakwakan Penuntut Umum. Hakim menilai bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada pembuktian 

dipersidangan, maka Terdakwa diputus bebas sesuai dengan isi dari Pasal 191 

ayat (1) KUHAP. 

2. Pembuktian Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada 

Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta sejatinya telah sesuai dengan Pasal 184 

KUHAP karena Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti 

berupa, keterangan Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa. Hal ini telah 

memenuhi ketentuan dari Pasal 184 KUHAP. Pembuktian Penuntut Umum tidak 

sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
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Narkotika karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dianggap 

Majelis Hakim tidak memiliki bukti yang kuat sehingga Terdakwa diputus bebas. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian hukum (skripsi) ini 

adalah: 

1. Penuntut Umum untuk berhati-hati dan lebih cermat dalam memberikan surat 

dakwaan agar tidak terjadi Putusan Bebas dan upaya pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan baik, serta pengedaran narkotika 

dapat segera berhenti di Negara Indonesia. 

2. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengesampingkan Berita Acara 

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3823/NNF/2018 yang 

menyatakan bahwa urine terdakwa positif menggunakan narkotika, dalam situasi 

seperti ini seharusnya Majelis Hakim lebih bijak untuk mempertimbangkan alat 

bukti surat tersebut dan dapat mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai 

penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat dijatuhkan pemidanaan kepada 

Terdakwa berupa rehabilitasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2010. 
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